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Abstract 

This research aims to determine and analyze the dynamics of the development of income 

inequality as well as the influence of GRDP, population, inflation, HDI, and IP-ICT on 

income inequality in provinces on the island of Sumatra in 2018–2022. To answer this 

objective, a descriptive model was used: panel data regression analysis using a random 

effect model for the period 2018–2022 and 10 provinces on the island of Sumatra. The 

research results show that the development of income inequality in each province on the 

island of Sumatra fluctuates except for the Bangka Belitung Islands, which continues to 

decline during the research year period. The GRDP variable has a positive and 

significant effect on income inequality; the population variable has a positive and 

insignificant effect on income inequality; the inflation variable and the human 

development index have a negative and insignificant effect on income inequality; and the 

information and communication technology development index variable has a negative 

and significant effect on income inequality in Sumatra. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika perkembangan 

ketimpangan pendapatan serta pengaruh PDRB, populasi, inflasi, IPM dan IP-TIK 

terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022. 

Dalam menjawab tujuan tersebut digunakan model analisis deskriptif dan regresi data 

panel menggunakan random effect model dengan periode Tahun 2018-2022 dan 10 

Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

ketimpangan pendapatan di setiap provinsi di Pulau Sumatera berfluktuatif keculi 

Kepulauan Bangka Belitung yang terus mengalami penurunan selama periode tahun 

penelitian. variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan, variabel populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan, variabel inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta variabel indeks 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera.  
 

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, produk domestik regional bruto, populasi, inflasi, 

indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan teknologi informasi 

komunikasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendapatan adalah salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan ekonomi seseorang atau suatu negara. Ketersediaan pendapatan yang 
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memadai dapat meningkatkan kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain 

itu, pendapatan juga mempengaruhi kemampuan konsumsi dan tabungan, yang 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendapatan juga akan 

menentukan bagaimana tingkat pembangunanan ekonomi suatu wilayah (Riandi et al., 

2020). 

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga 

keberhasilan pembangunan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi 

masalah yang ada di tengah masyarakat (World Bank, 2016). Pertumbuhan ekonomi di 

awal pembangunan hanya didukung oleh kelompok masyarakat dengan modal memadai, 

hal ini merupakan hambatan struktural yang sering kali dijumpai sehingga ketimpangan 

pun sulit dihindari (SMERU, 2019). 

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama 

di Indonesia, misalnya melatar belakangi program padat karya berbagai pembangunan 

infrastruktur, berbagai program jaring pengaman sosial; pembangunan jaringan 

infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan dan 

pendidikan. Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi 

atau pendapatan. Ketimpangan pembangunan ekonomi sering digunakan sebagai 

indikator perbedaan pendapatan per kapita, antar kelompok tingkat pendapatan, antar 

kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak 

adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini 

disebabkan karena adanya perbedaaketimpangan n antara wilayah satu dengan lainnya 

(Yeniwati, 2013). 

Ketimpangan atau kesenjangan antar daerah merupakan keadaan yang umum 

terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya terjadi 

akibat adanya perbedaan terhadap sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi 

yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat suatu daerah 

biasanya terdapat wilayah relatif maju (developed region) dan wilayah relatif terbelakang 

(underdeveloped region) dalam proses pembangunan di daerah (Utomo, 2022). 

Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang 

atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi 

dalam menghasilkan output. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi 

memberi dampak terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar pulau atau 

wilayah dimasa datang (Rahmadi and Parmadi, 2019). 

Masalah ketimpangan di Indonesia masih menjadi persoalan penting di tengah- 

tengah masyarakat itu. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia menyentuh 

jumlah 271,4 juta jiwa yang sayangnya peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti 

dengan penurunan ketimpangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut 

menjadikan pertambahan jumlah penduduk menjadi permasalahan dalam mengatasi 

ketimpangan pendapatan (Puteri, 2022). Permasalahan ketimpangan ini akan membawa 

akibat timbulnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan antar provinsi yang ada di 

Indonesia sangat dirasakan sampai saat ini, terutama antara Pulau Jawa dan pulau-pulau 

diluar Pulau Jawa. 

Secara nasional pulau sumatera menepati peringkat kedua setelah pulau jawa 

dengan rata-rata ideks gini periode 2018-2022 mencapai 0,3179. Hal tersebut menjadi 

perhatian khusus mengingat provinsi di Pulau Sumatera memiliki karakteristik dan 

banyak perbedaaan di dalamnya. perbedaan tersebut tercipta dari keragama provinsi di 

Pulau Sumatera, hal ini mengacu pada Pulau Sumatera adalah pulau dengan provinsi 

terbanyak yang mana perbedaan karakteristik semakin variatif pada Pulau Sumatera 
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dibandingka pulau besar lainnya. Perbedaan seperti ini dapat menjadi penghambat dalam 

pemerataan pembangunan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di beberapa 

provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam seperti ini 

seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam   pembangunan   ekonomi dan dapat 

memberikan efek menyebar (spread effect). Namun pada kenyataannya kekayaan alam 

ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata (Andhiani, Erfit and Bhakti, 2018). Hal 

inilah yang dapat menyebabkan ketimpangan pada setiap provinsi. Berkembangnya 

provinsi-provinsi sejak tahun 2000-an di Pulau Sumatera dan desentralisasi juga 

berdampak mendorong ketimpangan antar provinsi menjadi lebih luas. Oleh karena itu, 

dengan melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi masing- masing provinsi yang 

menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi tidak merata dalam hal pendapatan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan seperti indeks 

pembangunan manusia, PDRB, kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, 

dan inflasi (Puteri, 2022). Permasalahan tersebut mendorong terjadinya ketimpangan 

ekonomi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ditinjau dari tingginya tingkat 

pengangguran terbuka di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan didukung oleh 

tingginya fluktuasi gini ratio yang menyatakan ketimpangan di beberapa provinsi yang 

ada di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan perbedaan IPM yang menonjol di beberapa 

wilayah dibandigkan beberapa wilayah lainnya. Serta tingginya tingkat inflasi di Pulau 

Sumatera, hal menyebabkan permasalahan ekonomi dan perbedaan distribusi pendapatan 

yang menuju ketimpangan banyak terjadi di beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. 

 

METODE 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data 

panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu : time series dan cross section. Data time 

series adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan 

cross section adalah sebanyak 10 Provinsi yang ada di Sumatera, yang diperoleh dari 

instansi-instansi pemerintah dan dari situs-situs internet yang telah diolah lebih lanjut. 

Dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data deskriptif 

kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB per kapita, IPM, jumlah penduduk, 

inflasi, dan indek pembangunan TIK terhadap indeks gini ratio digunakan analisis regresi 

data panel dengan rumus sebagai berikut : 

 
𝐺i𝑛ii𝑡= 𝑎 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝑅𝐵i𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑃𝑜𝑝i𝑡 + 𝛽3𝐼𝑛f𝑙𝑎𝑠ii𝑡 + 𝛽4𝐼𝑃𝑀i𝑡 + 𝛽5𝐼𝑃𝑇𝐼𝐾i𝑡 + 𝑢i𝑡……………..(1) 

 

Keterangan : 

𝐺i𝑛ii𝑡 : Gini Ratio 

𝑎 : intersep 

𝑃𝑅𝐷𝐵i𝑡 : PDRB 

𝑃𝑜𝑝i𝑡 : Populasi 

𝐼𝑛f𝑙𝑎𝑠ii𝑡 : Tingkat Inflasi 

𝐼𝑃𝑀i𝑡 : Indeks Pembangunan Manusia 

𝐼𝑃𝑇𝐼𝐾i𝑡 : Indeks Pembangunan TIK 

𝛽1𝛽2𝛽3𝛽4𝛽5 𝛽6 : Koefisien Regresi 

𝑢i𝑡 : komponen error 

i : dimensi cross section (1, 2, …, N) 

𝑡 : dimensi time series (1, 2, …, T) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinamika perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera 

Di Pulau Sumatera, ketimpangan pendapatan menjadi fenomena yang menarik 

untuk dipelajari karena pulau ini memiliki beragam kondisi ekonomi, sosial, dan 

geografis yang berpengaruh pada distribusi kekayaan. Secara umum, terdapat perbedaan 

yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah dan yang tidak. Di kota-kota besar seperti 

Medan, Palembang, dan Padang, terdapat konsentrasi ekonomi yang kuat, dengan adanya 

peluang kerja yang lebih banyak dan akses terhadap infrastruktur dan layanan yang lebih 

baik. Hal ini cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan antara kota dan desa, di 

mana pendapatan penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi daripada penduduk 

pedesaan. 

Selain itu, perbedaan dalam sektor ekonomi juga berperan dalam dinamika 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Daerah-daerah yang bergantung pada sektor 

pertanian atau perkebunan, seperti di daerah Sumatera Utara atau Riau, mungkin 

mengalami ketimpangan pendapatan antara petani kecil dan pemilik perkebunan besar. 

Namun dinamika ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera tidaklah tetap, dan dapat 

berubah seiring waktu dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. 

Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan perlu memperhatikan berbagai faktor 

yang mempengaruhi dinamika ekonomi di berbagai wilayah Pulau Sumatera, serta 

memperkuat akses terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. 

Gambar 1. Rata-rata Gini Ratio Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2024 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di setiap provinsi Pulau 

Sumatera berbeda. Selama periode 2018-2022, Gini Ratio di Pulau Sumatera dari tahun 

2018 terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 selama dengan rata-rata gini ratio 

selama periode tahun 2018-2022 sebesar 0,317. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi di 

tingkat individu, di mana beberapa orang atau kelompok mendapatkan pendapatan yang 

jauh lebih tinggi daripada yang lain, atau di tingkat wilayah, di mana ada perbedaan dalam 

tingkat pembangunan ekonomi antar daerah. Ketimpangan pendapatan yang mengalami 

penurunan di Pulau Sumatera dapat diartikan bahwa pemerintah di setiap provinsi Pulau 
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Sumatera telah berhasil melakukan kebijakan dalam menurunkan angka ketimpangan 

pendapatan. 

Selama periode tahun 2018-2022 terdapat empat provinsi yang memiliki nilai rata- 

rata gini ratio dibawah nilai rata-rata gini ratio Pulau Sumatera, keempat provinsi tersebut 

adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. 

Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Aceh yaitu sebesar 0,314, nilai rata-rata gini ratio di 

Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,316, Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera 

Barat sebesar 0,301, nilai rata-rata gini ratio di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,259. 

Sedangkan tiga provinsi di Sumatera yang memiliki nilai Gini ratio di atas rata-rata, yaitu 

Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Nilai rata-rata gini ratio di 

Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338, Nilai Gini ratio yang tinggi di Provinsi 

Bengkulu sebesar 0,329 dan Angka Gini ratio yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau 

sebesar 0,335. 

Jika melihat secara keseluruhan, hanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

mengalami penurunan nilai Gini ratio setiap tahun dalam periode 2018-2022. Ini 

menunjukkan bahwa Provinsi lain di Sumatera masih menghadapi masalah serius terkait 

ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah masing-masing. 

Fakta ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan 

di Provinsi-provinsi di Sumatera belum mencapai hasil yang memuaskan. 

 

Pemilihan model regresi terbaik 

Dalam menentukan model estimasi regresi data panel yang terbaik dilakukan 

dengan beberapa tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange 

Multiplier. Adapun hasil regresi pengujian model data panel seperti yang ditunjukkan 

oleh Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengujian model data panel terbaik 

Model Probability Kesimpulan 

Uji Chow 0,0000 < 0,05 

Model terbaik Fixed Effect Model (FEM) 

Uji Hausman 0,5207 > 0,05 

Model terbaik Random Effect Model (REM) 

Uji Lagrange 

Multiplier 

0,0000 < 0,05 

Model terbaik Random Effect Model (REM) 

Sumber: Data diolah, 2024 

 

Berdasarkan Tabel 1 merupakan hasil pengujian model data panel terbaik dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

 

Uji Chow 

Berdasarkan hasil Uji Chow yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Prob cross 

section Chi-square yaitu 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga 

model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 

Uji Hausman 

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Prob 

Cross-section random yaitu sebesar 0,5207 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga model terbaik yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). 
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Uji lagrange multiplier 

Hasil Uji Lagrange Multiplier yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas Both 

Breush-Pagan sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga model terbaik yang digunakan adalah 

Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil dari tiga tahapan pengujian maka dapat 

disimpulkan bahwa model terbaik estimasi data panel pada penelitian ini adalah Random 

Effect Model (REM). 

 

Interpretasi regresi data panel dengan metode FEM 

Berdasarkan hasil Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier, model yang sering 

muncul adalah model REM, adapun hasil pengolahan data panel metode REM dengan 

bantuan Eviews seperti yang ditunjukkan pada oleh Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil regresi data panel 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0,190820 0,369384 0,516589 0,6080 

PDRB 0,004723 0,001859 2,540745 0,0147 

POP 0,010300 0,012055 0,854474 0,3975 

INF -0,000458 0,000804 -0,569968 0,5716 

IPM -0,000518 0,004454 -0,116328 0,9079 

IPTIK -0,013910 0,005842 -2,381156 0,0217 

Sumber : Data diolah, 2024 

 

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 2 dapat dilihat antara variabel independen 

terhadap variabel terikat tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Giniit = 0,190820+ 0,004723LogPDRBit + 0,010300LogPopit –0,000458Inflasiit – 

0,000518 β4IPMit – 0,013910 IPTIKit + µit ………………………………….(2) 

 

Nilai konstanta sebesar 0,190820 yang artinya jika diasumsikan PDRB, populasi, 

inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan TIK bernilai tetap atau 

konstan maka ketimpangan pendapatan akan bernilai sebesar 0,190820. 

Nilai koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,004723 dan menjelaskan pengaruh 

positif PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika PDRB mengalami 

kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,004723 

dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan. 

Nilai koefisien regresi variabel populasi sebesar 0,010300 dan menjelaskan 

pengaruh positif populasi terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika populasi 

mengalami kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan 

sebesar 0,010300 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan. 

Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,000458 dan menjelaskan pengaruh 

negatif inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika inflasi mengalami 

penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 

0,000458 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap atau konstan. 

Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0,000518 dan 

menjelaskan pengaruh negative indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan 

pendapatan. Artinya jika indeks pembangunan manusia mengalami penurunan setiap 1% 

maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,000518 dengan asumsi 

variabel  lainnya bernilai tetap atau konstan. 

Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan TIK sebesar 0,013910 dan 
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menjelaskan pengaruh negative indeks pembangunan TIK terhadap ketimpangan 

pendapatan. Artinya jika indeks pembangunan TIK mengalami penurunan setiap 1% 

maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,013910 dengan asumsi 

variabel lainnya bernilai tetap atau konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua tahapan yaitu uji F dan uji, selanjutnya 

setelah dilakukan dua tahapan tersebut, dilakukan pengujian koefisien determinasi seperti 

yang ditunjukkan oleh Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji hipotesis 

Uji F Prob (F-statistic) 0,000280 

Uji t Prob. PDRB Prob. Populasi Prob. 

Inflasi Prob. IPM Prob. IPTIK 

0,0147 

0,3975 

0,5716 

0,9079 

0,0217 

Koefisien Determinasi R-Squared (R2) 0,402906 

Sumber : Data diolah, 2024 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan koefisien determinasi (R2) pada Tabel 3 dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

Uji F 

Hasil Uji F yang menunjukkan bahwa nilai Prob(F-Statistic) sebesar 0,000280 < 

0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima artinya semua variabel independen 

yaitu PDRB, Populasi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan 

Indeks Pembangunan TIK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Ketimpangan Pendapatan. 

 

Uji t 

Berdasarkan hasil analisis, variabel PDRB menunjukkan nilai probabilitas (t-

statistic) yang lebih kecil dari taraf signifikansi 𝛼 = 5% (0,0147 < 0,05) dan nilai t-hitung 

yang lebih besar dari t-tabel (2,540745 > 2,005), yang berarti variabel PDRB berpengaruh 

signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Di sisi lain, variabel Populasi memiliki 

nilai probabilitas (t-statistic) yang lebih besar dari taraf signifikansi 𝛼 = 5% (0,3975 > 

0,05) dan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel (0,854474 < 2,005), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Ketimpangan Pendapatan. Begitu pula dengan variabel Inflasi yang memiliki nilai 

probabilitas (t-statistic) lebih besar dari taraf signifikansi 𝛼 = 5% (0,5716 > 0,05) dan 

nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0,569968 < 2,005), yang mengindikasikan bahwa 

variabel Inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. 

Selain itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai probabilitas (t-

statistic) lebih besar dari taraf signifikansi 𝛼 = 5% (0,9079 > 0,05) dan nilai t-hitung yang 

lebih kecil dari t-tabel (0,116328 < 2,005), yang berarti variabel ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Namun, variabel Indeks Pembangunan 

TIK menunjukkan hasil yang berbeda, di mana nilai probabilitas (t-statistic) lebih kecil 

dari taraf signifikansi 𝛼 = 5% (0,0217 < 0,05) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 

(2,381156 > 2,005), yang menyimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan TIK 
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berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. 

 

Koefisien determinasi 

Berdasarkan hasil regresi data panel metode FEM yang menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasi pada R-Squared sebesar 0,402906 atau sebesar 40%. Artinya 

PDRB, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan TIK 

mampu menjelaskan dengan baik terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 40% 

sedangkan 60%   lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan 

Dapat disimpulkan setelah pengujian dengan menggunakan regresi data panel 

adalah PDRB memperoleh nilai koefisien sebesar 0,004723 dan nilai probabilitas sebesar 

0,0147 > 0,05 dengan demikian PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) yang menyatakan bahwa 

PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. PDRB yang 

tinggi dalam suatu wilayah seringkali berdampak positif karena adanya perbedaan di 

antara individu-individu atau kelompo-kelompok di dalam masyarakat. 

 

Pengaruh populasi terhadap ketimpangan pendapatan 

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa populasi memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,010300 dan nilai probabilitas sebesar 0,3975 > 0,05 kesimpulannya yaitu 

populasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rohifuddin (2018) peningkatan yang terjadi pada jumlah penduduk tidak 

mempengaruhi peningkatan atau penurunan ketimpangan pendapatan karena masing- 

masing daerah atau wilayah masih mampu menampung pertumbuhan populasi. 

 

Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan 

Nilai koefisien dari variabel inflasi sebesar 0,000458 dan nilai probabilitasnya 

sebesar 0,5716 > 0, maka inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil 

penelitian sejalan dengan penelitian Pramesti and Yasa (2019) yang menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan yang apabila 

inflasi meningkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun hingga mencapai titik 

terendahnya, sebelum kemudian kembali meningkat.Inflasi cenderung memiliki dampak 

negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena meingkatkan biaya hidup bagi semua 

orang, tetapi dampaknya tidak merata diseluruh lapisan masyarakat. 

 

Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan 

Indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0,000518 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,9079 > 0,05 sehingga indeks pembangunan manusia memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau 

Sumatera dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arafah and Khoirudin,(2022) yang menjelaskan IPM cenderung 

tidak memperhitungkan ketimpangan pendapatan secara langsung dalam perhitungannya. 

IPM lebih fokus pada aspek-aspek kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan tidak 
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selalu mempertimbangkan distribusi pendapatan di antara populasi. Sebagai hasilnya, 

meskipun IPM meningkat, ketimpangan pendapatan masih bisa bertahan atau bahkan 

meningkat karena IPM tidak memperhitungkan perbedaan pendapatan yang signifikan di 

antara individu-individu dalam masyarakat. 

 

Pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

ketimpangan pendapatan 

Nilai koefisien indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 

0,013910 dan nilai probabilitas sebesar 0,0217 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018-

2022. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) yang 

menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks ekonomi 

sering kali memunculkan pola-pola baru dalam pembagian tenaga kerja. Meskipun TIK 

dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, seperti di sektor teknologi atau e-commerce, 

namun pekerjaan-pekerjaan ini seringkali membutuhkan keterampilan teknis dan 

pendidikan yang tinggi. Sebagai hasilnya, individu-individu dengan keterampilan dan 

pendidikan yang lebih rendah mungkin tertinggal dalam perubahan ini, meningkatkan 

ketimpangan pendapatan antara mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan 

mereka yang tidak mampu beradaptasi pada perubahan TIK. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Nilai rata-rata gini ratio di Sumatera sebesar 0,317 dengan rata-rata perkembangan 

-0,41% termasuk kedalam ketimpangan pendapatan sedang. Nilai rata- rata gini ratio 

terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,259. termasuk 

kedalam ketimpangan pendapatan rendah dan Nilai rata-rata gini ratio tertinggi terdapat 

di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338 . Provinsi lain di Sumatera masih menghadapi 

masalah serius terkait ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah 

daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah 

ketimpangan pendapatan di Provinsi-provinsi di Sumatera belum mencapai hasil yang 

memuaskan. 

Berdasarkan hasil regresi data panel, secara simultan variabel PDRB, populasi, 

inflasi, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan teknologi informasi dan 

komunikasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera. 

Secara parsial, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan, variabel populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan, variabel inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta variabel indeks 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini yaitu 

pertama untuk pemerintah agar terus berupaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan 

yang terjadi dimasyarakat melalui kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan akses 

pendidikan dan kesehatan, melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di 

setiap wilayah pulau sumatera baik jalan, listrik, dan akses telekomunikasi yang 
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memungkinkan masyarakat dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih luas. 

Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi local yang berbasis 

pada keunggulan tiap wilayah yang diharapkan dapat menciptakan lapangan tenaga kerja 

baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian terkait ketimpangan pendapatan disarankan untuk mencari 

indikator lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan kemudian menambah 

jumlah periode tahun dan wilayah penelitian dan menganjurkan untuk menggunakan 

metode penelitian terbaru supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan 

akurat. 
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